PURBALINGGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang . a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il
Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor
7 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Purbalingga Nomor 12
Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 7 Tahun 2003 Seri B Nomor 2) sudah tidak
sesuai  dengan  perkembangan  sosial  ekonomi
masyarakat;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga  tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tent
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Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah.
Pemerintahan ~ Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22
Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran  Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Nomor 22
Seri D Nomor 10);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGA

dan
BUPATI PURBALINGGA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

5. Dinas Perhubungan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Dishubpar
adalah Dinas perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga.

6. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

7. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh atau
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemakmuran
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut
Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan
umum yang ditetapkan oleh Bupati.

9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak
bersifat sementara.

10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau
kereta tempelan yang dirangkaikan dengan dengan kendaraan umum.
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11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi Daerah.

12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah.

13. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
Persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan
usaha lainnya.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai
kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

15. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan
atau suatu unit kerja Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk
memungut Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati.

16. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.

17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan Penyidikan.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

19. Penyidikan Tindakan Pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya
dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana dibidang retribusi yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
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Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan
umum.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa
pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa
pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum dan diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi
Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pemakaian atau frekuensi,
jangka waktu pemakaian dan jenis kendaraan bermotor.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan tarif retribusi didasarkan
atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa
pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap
mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pelayanan parkir, kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.
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(2) Besarnya biaya penyelenggaraan pelayanan parkir sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi perimbangan biaya pengadaan marka jalan, biaya
pengadaan rambu-rambu lalu lintas, biaya administrasi, biaya operasional
dan pemeliharaan serta biaya pengawasan dan pengendalian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

(1)  Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan :
a. Tingkat pemakaian tempat parkir atau frekuensi.
b. Jangka waktu pemakaian.
c. Jenis kendaraan bermotor.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Parkir Pada Satu
No. Jenis Kendaraan Bermotor Tempat Pelayanan
Penyedia Parkir (Rp)
1. | Sepeda Motor 500
2. | Jeep, Sedan , Minibus, Pick Up dan 1.000
sejenisnya
Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenis 1.500
4. | Truk  Gendengan, Trailer  dan 3.000
sejenisnya

(3) Tarif Retribusi sebagaimanna dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk
jangka waktu paling lama 2 (dua) jam.

(4) Apabila parkir lebih dari 2 (dua) jam, besarnya retribusi ditetapkan 2 X
(dua Kali) tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10

(1) Dalam hal ada kegiatan keramaian umum atau kegiatan yang bersifat
insidental, maka tarif retribusi ditetapkan 2 x (dua kali) dari tarif retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk radius
500 meter dari pusat keramaian umum.
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BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

(1) Retribusi yang terutang dipungut diseluruh wilayah daerah  tempat
pelayanan penyediaan parkir diberikan.

(2) Tempat pelayanan penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibagi menjadi beberapa blok diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(3)  Seluruh hasil pemungutan retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan yang disediakan
atau diberikan Pemerintah Daerah.

(2) Masa Retribusi untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
ditetapkan sama dengan jangka waktu parkir atau lamanya parkir.

Pasal 13

Saat Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14
(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD

(2) Dalam hal SPTRD tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana
mestinya , maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Bupati.
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BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah
karcis parkir.

(4) Bentuk isi, ukuran, kualitas dan besarnya nilai nominal Karcis,
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbikannya SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran dan pembukuan
Retribusi diatur oleh Bupati
Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan
tanda bukti pembayaran .

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi
ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang disingkat PPNS Daerah adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang
khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Daerah.

(2) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah dan atau Peraturan Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPNS
Daerah berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
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Pasal 19

(1) Selain Penyidik Umum (POLRI) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi.

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi.

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.

e. melakukan penggledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana retribusi.

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana diaksud pada huruf e.

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
saksi atau tersangka.

j. menghentian penyidikan.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana retribusi menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara
Pidana.

BAB XiIlI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar
Retribusi sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan
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pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Ancaman hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai
perampasan barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain
dalam Peraturan perundang-undangan dan tidak menghapus kewajiban
membayar Retribusi.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dituntut
setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat
terhutangnya retribusi.

(4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
BAB XIllII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor
12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Dati Il Purbalingga Nomor 2 Seri B Nomor 1), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Ditetapkan di Purbalingga
Kabupaten Purbalingga pada tanggal 28 April 2008
Nomor 02 Tanggal 30 April 2008
SEKRETARIS DAERAH BUPATI PURBALINGGA,
KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd
cap. ttd
SUBENO TRIYONO BUDI SASONGKO
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 02 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |1l
Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Purbalingga Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di
Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun
2003 Seri B No. 2) sudah tidak sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi
masyarakat.

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya maka dalam rangka
Otonomi Daerah perlu mengatur Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Sehubungan dengan hal
dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 . Cukup jelas.
Pasal 2 . Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 . Cukup jelas.
Pasal 5 . Cukup jelas.
Pasal 6 . Cukup jelas.
Pasal 7 . Cukup jelas.
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Pasal

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
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